BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: b TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA TRANSFER DARI KAS DAERAH KE KAS PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai
Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan
Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana
Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, tentang Perubahen Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Mengingat
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8. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
(Perubahan Kedua);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun
2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun
2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun
2011 Tentang Pemerintahan Nagari;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat

Daerah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN
- PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER DARI KAS DAERAH KE

KAS PEMERINTAH NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pererintahan oleh
pc.rnc.rintah daerah dan DFRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan
Fransxp 9tonotx,ni seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 4
ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- i
Hagepae s Tahuﬁ Fors Undang-Undang Dasar Negara Republik
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10.
11.
12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pemerintah Daerah adalah Bupau dan Perangkat  Dactah sebagal  unsut
penyelenggara Pemerintahan Daerah:
Bupati edalah Bupati Pasaman Baratl ‘
Pemerintahan Nagari, adalah  penyelenggant urusan - pemenintahan yang
dilaksanakan oleh Pemenntah Nagani dan Radan Permusyawaratan Nagan
berdasarkan asa) usul Nagary i :
Pemerintah Nagan adalah Wali Nagan dan Perangkat Nagan sebagal unswt
penvelengearaan pemenntahan Nagan; .
‘Bad'\an gﬁnusyat:amtm Nagari yang selajutnya disebut Bamus Nagan, adalah
lembaga yang merupakan pervgudan demokrast dalam ‘ petl‘\\'clm‘u;q;\mcm
pemerintahan Nagan sebagal unsur penyelenggard “(‘!\\el‘\l\l:\ha\l\ Nagary X

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, yang selangutnya \\hsmgk\al APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemenntahan Dacrah yang disetgui bersama oleh
Pemernintah daerah dan Dewan Pernakalan Rakyat Dacerah yang \h(ﬂ;\pke\l\ dalam
Peraturan Daerah; \ . o
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya dus\ngkfu APB Nagan
adalah rencana keuangan tahunan pemenntahan Nagan yanyg disetwui bersama oleh
Pemerintah Nagari dan Bamus Nagan yang ditetapkan dalam Peraturan Nagar,
Peraturan Deerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat,

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupat Pasaman Barat]

Peraturan Nagani adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
Musyawarah Nagan bersama Wali Nagarn;

Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari APBN yang
ditransfer melalui APBD  Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masy arakat

Alokasi DanzNagari, selanjutnya disingkat ADN adalah Dana yang bersumber dan
APBD minimal 10 % (sepuluh persen) dan dana Perimbangan yang diterima
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat pada Pemerintah Nagari;

_ Alokasi Dana Khusus Nagani yang selanjutnya disingkat ADK Nagari, adalah dana

Perimbangan yvang bersumber dan APBD ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam

rangka percepatan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat;

Transfer ke Pemerintah Nagari adalah dana yang bersumber dari APBD yang

dialokasikan kepada Nagari dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdini

deri Dana Desa, Alokasi Dana Nagari dan Alokasi Dana Khusus Nagari, serta Bagi

Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retnibusi Daerah;

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah adalah Kepala

SKPKD selaku PPKD atau Kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan

anggaran transfer ke Pemerintah nagan;

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Xeuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan nagarn;

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagan yang selanjutnya disingkat PTPKN

adalah unsur perangkat nagari yang membantu wali nagari dalam melaksanakan

pengelolaan keuangan nagari;

Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan Wali

Nagari dan bertugas membantu wali nagari dalam tahapan persiapan maupun

tahapan pelaksanaan;

Satuan Crganisasi Perangkat Daaerah yang selanjutnya disecbut SOPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna

barang;

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangen Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku  pengguna

anggaran/barang untuk program/kegiatan yang dilaksanakan SKPKD yang

dituangkan dalam RKA-SKPKD, selaku pengelola pendapatan, dana perimbangan,

hibah, belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja

tidak terduga penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD)

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung pendapatan

yang bersumber dari dana, perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, subsidi,

bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-
SK}?KD) adalah dokumen yang menampung pendapatan yang bersumber dari dana ,
perimbangan, pendapatan hibah, belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil,
bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
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', SKPKD selalcu PPKD dan Bendahara Umum

bagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala
Daerah (BUD);

25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; '

26. Rekening Kas Umum Nagari adalah rekening tempat penyimpanan uang Pcmc.rm!ah
Nagari yang ditentukan oleh Wali Nagari untuk menampung seluyuh pene.nmaan
Nagari dan membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan,;

27. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungya}wab atas pt;:rlaksanaan transfer ke
Pemerintah Nagari dan disampaikan kepada pejabat penguji SPP/Penandatangan

SPM; '
28. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah doku{ncn yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejaba't lain
yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana transfer yang bersumber dari DPA

atau dokumen lain yang dipersamakan; .
29. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara

Umum Daerah untuk melaksanaksn pengeluaran atas beban APBD berdasarkan
SPM.

pembiayaan, yang digunakan s¢

BABII
TUJUAN

Pasal 2

Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Transfer dari Kas Daerah ke Kas

Pemerintah Nagari bertujuan untuk :

a. Meningkatkan efisien, efektif, transparansi dan akuntabilitas penyaluran Dana Desa,
Alokasi Dana Nagari,Alokasi Dana Khusus Nagari, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi
Hasil Retribusi Daerah dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;

b. Meningkatkan kualitas pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa,

Alokasi Dana Nagari, Alokasi Dana Khusus Nagari,Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi

Hasil Retribusi Daerah masing-masing Nagari;

Mewujudkan Pemerintah Nagari yang profesional efisien, efektif, transparansi dan

akuntabilitas serta bertanggungjawab untuk meningkatkan pelayanan publik bagi

warga masyarakat Nagari;

Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Nagari dalam perencanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan pola partisipatif serta

gotongroyong sesuai dengan potensi Nagari;

Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat Nagari;

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban
Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari meliputi :

a. Jenis-jenis penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari;

b. Pengusulan Dan Penetapan Dana Transfer Ke Pemerintah Nagari;

c.' Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Transfer Ke Pemerintah

Nagari;

Dokuren Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Pemerintah Nagari;

Mekanisme penyaluran Transfer Ke Pemerintah Nagari;

Peloporan dan Pertanggungjawaban penyaluran Transfer KePemerintah Nagari; dan

Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Ke Pemerintah Nagari.

®™Son

BAB IV
JENIS-JENIS PENYALURAN
TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI

Pasal 4

(1) Jenis-Jenis penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah
kepada Kas Pemerintah Nagari, meliputi mekanisme penyaluran Dana Transfer
kepada Pemerintah Nagari yang terdiri dari Dana Desa (DD),Alokasi Dana Nagari
(ADN), Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil
Retribusi Daerah.
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(2) Jenis penyaluran dan pertunggungjawaban Transfer ke Pemerintah Nagari

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenls Transfer yang dlanggarkan
dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V
PENGUSULAN DAN PENETAPAN
ANQGGARAN TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari bersama Kepala Bagian
Pemerintahan  Nagari  Sekretariat  Daerah ~ Kabupaten Pasaman  Barat
merekomendasikan besaran Dana Desa (DD) per Nagari, besaran Alokasi Dana Nagari
(ADN) per Nagari, dan besaran Alokasi Dana Khusus (ADK) per Nagari, beserta
petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai dasar penganggaran dalam APBD dan atau
APBDP dalam rangka pemerataan dan perccpatan pembangunan di nagari dengan
memperhatikan pemetaan kondisi dan kebutuhan Nagari yang disesuaikan dengan
kemampuan keuangan dacrah serta memperhatikan pagu Dana Desa (DD) yang
bersumber dari APBN;

(2) Kepala Badan Asset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
merekomendasikan besaran Bagi Hasil Pojak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi
Daerah, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai dasar penganggaran dalam
APBD dan atau APBDP dengan memperhatikan realisasi penerimaan daerah yang
bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya;

(3) Rekomendasi alokasi besaran Dana Desa '(DD) per Nagari, besaran Alokasi Dana
Nagari (ADN) per Nagari, dan besaran Alokasi Dana Khusus (ADK) per Nagari,
sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah
Daerah pada saat pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD dan Rancangan KUA
PPAS Perubahan APBD untuk mendapatkan pertimbangan sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan daerah.

(4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari bersama Kepala Bagian
Pemerintahan Nagari Sckretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dapat
membentuk Tim dengan melibatkan SOPD terkait untuk menyusun Petunjuk Teknis
Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjaawaban Dana Desa, Dana Nagari dan

Dana Khusus Nagari;

(5) Penetapan besarnya alokasi per Nagari dan petunjuk teknis pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatas ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

BAB VI
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI

Pasal 6

(1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran SKPKD dan
Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai kewenangan atas pelaksanaan
penyaluran Transfer kepada Pemerintahan Nagari dari Kas Dacrah ke Kas Pemerintah
Nagari;

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :

a. Menyusun RKA-SKPKD anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN),
dan Alokasi Dana Khusus (ADXK)serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil
Retribusi Daerah ke Pemerintah Nagari berdasarkan usul dan rekomendasi dari
Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah dan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari serta Badan Asset dan Pendapatan Daerah;

b. Menerbitkan SPP atas beban DPA SKPKD melalui mekanisme Transfer ke

Pemerintah Nagari;
c. Menerbitkan SPM atas beban DPA SKPKD melalui mekanisme Tranfer ke

Pemerintah Nagari;
d. Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA SKPKD.
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Pasal 7

(1) Kepala. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada 6 ayat ( 2 ) kepada Sckretaris Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (KPA SKPKD).

(2) Untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
7 ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengusulkan Sckretaris
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD
kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VII
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI

Pasal 8

(1) Berdasarkan KUA/PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Dacrah
dan DPRD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mengusulkan RKA
SKPKD dalam Rancangan APBD sesuai peraturan perundang-undangan;

(2) Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah selaku SKPKD mengajukan DPA SKPKD sebagaimana dimaksud dan
disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sclaku PPKD
untuk mendapatkan pengesahan;

(3) DPA yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 )
merupakan dasar pelaksanaan tranfer ke Pemerintah Nagari.

Pasal 9

(1) Berdasarkan Perubahan KUA/PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dan DPRD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat
mengusulkan RKA SKPKD dalam Rancangan Perubahan APBD sesuai peraturan
perundang-undangan;

(2) Berdasarkan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah selaku SKPKD mengajukan perubahaan atau revisi DPA SKPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan disampaikan kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD untuk mendapatkan pengesahan;

(3) Perubahan DPA SKPKD yang telah mendapatkan pengesahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan Transfer ke Daerah.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN
TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI

Pasal 10

(1) PPKD selaku BUD memindah bukukan Transfer Kepada Pemerintah Nagari dari
rekening Kas Daerah ke rekening Kas Pemerintah Nagari, dengan memperhatikan :

a. DPA-SKPKD yang memuat Belanja Alokasi Dana Nagari Kepada Pemerintah
Nagari;
b. Pagu alokasi per Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Wali Nagari bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari
Dana Transfer Kepada Pemerintah Nagari yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana
Nagari, dan Alokasi Dana Khusus Nagari serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi
Hasil! Retribusi Daerah baik secara fisik maupun keuangan.

Bagian Ke Satu
Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Nagari
Dari Kas Daerah ke Kas Nagari

Pasal 1!
pemerintah, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan

masyarakat nagari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari

(1) Bupati menyalurkan Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk bidang penyelenggaraan
(RKN) dengan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I 40 % (empat puluh persen), Tahap Il 30 % +
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glfa puluh persen) dan Tahap IIl 30 % (tiga puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana
‘ : ga'n ('ADN) untuk bidang Penyclenggaraan Pemerintahan Nagari, dan secara
eknis dilaksanakan oleh SKPKD selaku PPKD dan BUD.

(2) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Nagari
(ADN) Tahap 1 sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilanpiri :

a) Peraturan Nagari tentang RKPNagari Tahun Berjalan;

b) Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Berjalan;

c) Laporan akhir realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang
penyelenggaraan pemerintah, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang
pemberdayaan masyarakat nagari tahun sebelumnya dilampiri Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;

d) Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari
dilampiri:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari ‘Tahun
Anggaran berkenaan;

2. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
dan

3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.

¢) Dokumen administrasi pengelola keuangan nagari terdiri dari :

1. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetepan Pelaksanan Teknis Pengelola
Keuangan Nagari (PTPKN);

2. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Rekening Kas Pemerintah
Nagari;

3. Foto Copy rekening giro Kas Pemerintah Nagari;

4., Foto Copy NPWP Pemerintah Nagari;

5. Foto Copy KTP Wali Nagari.

f) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Nagari tahun berjalan;

g) Keputusan Bupati tentang Pelantikan Wali Nagari;

h) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh
Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a sampai
dengan huruf g diatas.

(3) Wali Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran
Alokasi Dana Nagari Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) kepada Bupati,
apabila dana Tahap I sudah terserap sebesar 90 % (sembilan puluh persen)
dilampiri :

a) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun sebelumnya;

b) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang
penyelenggaraan pemerintah, Tahap [ dilampiri Surat Pertanggungjawabzn (SPJ)
beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;

c) Laporan penggunaan dana ADN Tahap I untuk kegiatan Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan dan Bidang Pembcrdayaan Masyarakat dilampii :

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Pembangunan ADN Tahap I kegiatan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dilarupiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan
lengkap;

2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

d) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh
Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf
b diatas.

(4) Wali Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran
Alokasi Dana Nagari Tahap Il sebesar 30 % (tiga puluh persen) kepada Bupati,
apabila dana Tahap II sudah terserap sebesar 90 % (sembilan puluh persen)
dilampini :

a) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk bidang
penyelenggaraan pemerintah, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang
pemberdayaan masyarakat nagari Tahap II dilampiri Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;

b) Laporan penggunaan dana ADN Tahap II untuk kegiatan Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilampiri :

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Pembangunan ADN Tahap Il kegiatan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat *
dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan

lengkap;
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2. Foto-fgto yang memperlihatkan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
¢) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk olch
ga(limat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf
iatas.

(5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana
dimaksud Ayat (2), (3) dan Ayat (4) disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Nagari
Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya lembaran verifikasi menjadi
lampiran rekomendasi oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Dacrah guna proses
pencairannya;

(6) Surat Permintaan Pembayaran (SFP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana
dimaksud Ayat(5), yang sudah direkomendasikan oleh Asisten Pemerintahan
Sekretariat Daerah disampaikan kepada SKPKD selaku BUD untuk diproses

pencairan dananya,
Pasal 12

(1) Bupati menyalurkan Alokasi Dana Nagari (ADN) Bidang Pembangunan, dari
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dengan 3 (tiga)
tahap yaitu Tahap I 40 % (empat puluh persen), Tahap Il 30 % (tiga puluh persen)
dan Tahap 11l 30 % (tiga puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk
Pembangunan Fisik, dan secara teknis dilaksanakan oleh SKPKD selaku PPKD dan

BUD.

(2) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap | sebesar
40 % (empat puluh persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilarnpiri :

a) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (LPK) kegiatan Bidang Pembangunan
tahun sebelumnya dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti
yang benar dan lengkap;

b) Keputusan Wali Nagari tentang penetapan TPK;

c) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh
Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan hurufl
b diatas.

d) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai
lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat

(3) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap II sebesar
30 % (tiga puluh persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila
dana Tahap I sudah terserap sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dilampiri :

a) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun sebelumnya;
b) Laporan penggunaan dana ADN Tahap I untuk kegiatan Bidang Pembangunan,
dilampiri :

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Pembangunan ADN Tahap I minimal
sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari penyaluran tahap I, yang dilampiri
bukti transfer dari Kas Nagari ke rekening TPK dan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;

2. Foto-foto kegiatan Bidang Peinbangunan ADN kondisi (0 %, dan minimal 30 %
yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).

3. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam
kegiatan pembangunan Nagari;

4, Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh
Petugas Teknis pekerjaan Fisik Nagari.

¢) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh

Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a dan huruf

b diatas.

d) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai
lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat

(4) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pernbayaran (SPP) ADN Tahap III sebesar
30 % (tiga puluh persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila
dana Tahap 1l sudah terserap sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dilampiri :

a) Laporan penggunaan dana ADN Tahap II untuk kegiatan Bidang Pembangunan,
dilampiri :

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Pembangunan ADN Tahap Il minimal
sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari penyaluran tahap II, yang dilampiri
bukti transfer dari Kas Nagari ke rekening TPK dan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) beserta bukti-bukti vang benar dan lenzkap;
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2. Foto-foto kegiatan Bidang Pembangunan ADN kondisi (0 %, 30 % dan minimal
60 %, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).

3. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam
kegiatan pembangunan Nagari;

4. Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan
Petugas Teknis pekerjaan Fisik Nagari.

b) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh

Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a diatas.

¢) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai
lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat

(5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana
dimaksud Ayat (2), (3) dan Ayat (4) disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Nagarf
Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya lembaran verifikasi menjadi
lampiran rekomendasi oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah guna proses

pencairannya;

(6) Surat Permintaan Pembayaran (SPF) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana
dimaksud Ayat (5), yang sudah direkomendasikan oleh Asisten Pemenptahan
Sekretariat Daerah disampaikan kepada SKPKD selaku BUD untuk diproses

pencairan dananya;

/kegiatan yang diterbitkan oleh

Bagian Ke Dua
Penyaluran Dana ADN Bidang Pembangunan
Dari Rekening Kas Nagari (RKN) Kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Pasal 13

(1) Wali Nagari dapat mencairkan Dana ADN Bidang Pembangunan kepada TPK dengan
3 (tiga) tahap yaitu Tahap I 40 % (empat puluh persen), Tahap II 30 % (tiga puluh
persen) dan Tahap Il 30 % dari Pagu kegitan yang diusulkan TPK.

TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tahap I sebesar 40 % (empat puluh
persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan yang dilampiri :
a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja oleh TPK;

b) Surat Pernyataan Kesanggupan TPK menyetorkan Pajak Pusat
Pajak/Reribusi Daerah kepada Bendahara Nagari, yang selanjutnya disetorkan ke
Kas Negara atau Kas Daerah oleh Bendahara;

Proposal yang disertai gambar/desain dan RAB rencana kegiatan ADN Bidang

Pembangunan;
d) Surat Pernyataan TPK bersedia menyelesaikan kegiatan sesuai gambar/desain

dan RAB.

(3) TPK dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Bidang
Pemibangunan Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) kepada Wali Nagari melalui
Kepala Urusan Pembangunan apabila TPK sudah menggunakan dana Tahap I
sebesar 90 % dilampiri :

a) Laporan Realisasi kegiatan Tahap I beserta lampiran bukti-bukti pembayaran
yang benar dan lengkap;
b) Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh

Petugas Teknis pekerjaan fisik nagari, yang dilampiri :

1. Foto-foto kegiatan ADN Bidang Pembangunan kondisi (0 %, dan minimal 30 %,
yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan
kegiatan;

2. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam
kegiatan pembangunan Nagari;

3. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga
kerja kegiatan pembangunan Nagari;

(4) TPK dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Bidang
Pembangunan Tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) kepada Wali Nagari melalui
Kepala Urusan Pembangunan apabila TPK sudah menggunakan dana Tahap Il
sebesar 90 % dilampiri :

a) Laporan Realisasi kegiatan Tahap Il beserta lampiran bukti-bukti pembayaran
yang benar dan lengkap;
b) Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh

Petugas Teknis pekerjaan fisik nagari, yang dilampiri : :F

(2

~—

dan

c)
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1. Poto-foto keglatan ADN Bidang Pembangunan kondisl (0 %, 30 % dan minimal
60 9%, yang dlambll darl sudut pengambllan yang sama) sesunl dengan
tuhapan keglatan;

2 Moto yang memperlihatkan  ovang wedang bekerja dun/atau  melakukan
Keglatan beramal-ramal yang memperlihatkan peran serta maeyarnkat dalam
koplatan pembangunan Nagarl;

3, Foto yang mempetlihatian pembayaran upuh sec

Kkerjn keglatan pombangunan Nagarl;
(5) Surat Permintaan Pembayaran darl TPK sobagalmann dimaksud ayat (2), ayat (3) dan

ayat (4), diferlvikasl oleh Kepaln Urusan Pembangunan, dun apabila sudah benar dan
lengkap diteruskan kepada Sekrotoris Nagarl untuk diferivikasi lebih lanjut.

(6) Sokretarln Nagarl Menelitl Surat Permohonan TPK yang telah di ferivikasi oleh
Kepala Urasan Pembangunan dan selanjutnya dilakukan pengujian terhadap
n) Kebenuran perhitungan ataa dana yang dimohonkan;

b) Ketersedinan duna untuk keglatan yang dimaksud,

(7) Berdasarkan hasil pengujian Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud ayat (6), Wali
Nagarl menyetujul  permohonan pencairan  dana  yang  diajukan TPK dan
meneruskunnya kepada Bendahara Nagarl,

(8) Bendahara Nagari melakukan pembayaran melalul transfer dari rekening RKNagari

ke rekening TPK,

ara langaung kepada tenaga

Baglan Ke Tiga
Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Dari Kas Daerah ke Kas Nagari

Pasal 14

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerju setelah Dana Desa diterima di RKUD,

(2) Bupati menyalurkan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Dacrah (RKUD) ke
Rekening Kas Nagari (RKN) dengan 2 (dua) tahap yaitu Tahap I 60 % (enam puluh
persen), Tahap i 40 % (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa , dan secara
teknis dilaksanakan oleh SKPKD selaku PPKD dan BUD.

(3) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa Tahap I

sebesar 60 % (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri :

a) Loporan KRealisasi penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya dilampiri Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;

b) Peraturan Bupati tentang perincian Dana Desa per Nagari;

¢) Keputusan pejabat yang berwenang tentang penetapan petugas pendamping Desa
dan Petugas Teknis Pekerjaan Fisik Nagari;

d) Keputusan Wali Nagari tentang penetapan pengurus TPK;

¢) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh
Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a, sampai
huruf d diatas;

f) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai lembar
verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat;

(4) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Dana Desa
untuk Tahap Il sebesar 40 % (empat puluh persen) kepada Bupati dilampiri :
a) Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahap I, yang dilampiri :

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap | minimal sebesar 50 % (Lima
puluh persen) dari penyaluran tahap I, yang dilampiri bukti transfer dari Kas
Nagari ke rekening TPK dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-
bukti yang benar dan lengkap;

2, Foto-foto kegiatan ADD Bidang Pembangunan kondisi (0 %, dan minimal 30 %
yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).

3, Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam
kegiatan pembangunan Nagari;

4. Laporan perkembangan kemejuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh
Petugas Teknis pekerjaan fisik dan pemberdayaan nagari.

h) Laporan penggunaan dana ADD Tahap II untuk kegiatan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dilampiri :

1, Laporan realisasi penggunaan dana ADD Tahap Il kegiatan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta
bukti-bukti yang benar dan lengkap;
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2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan ADD Bidang Pemberdayaan
Masyarakat.
¢) Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh
Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf a) dan
huruf b) diatas.
d) Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari disertai
lembar verifikasi dari Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat

(5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana
dimaksud Ayat (3) dan (4) diatas disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Nagari
Sekretanat Daerah untuk direkomendasikan pencairannya;

(6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana
dimaksud Ayat (5) diatas, yang sudah direkomendasikan oleh Bagian Pemerintah
Nagari Sekretariat Daerah disampaikan kepada SKPKD selaku PPKD dan BUD untuk
diproses pencairan dananya;

Bagian Ke Empat
Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Nagari (RKN)
Kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Pasal 15

Setiap TPK wajib membuka rekening atas nama TPK di Bank Pemerintah, dengan 2 (dua)
orang tanda tangan pada specimen yang terdiri dari Ketua dan Bendahara TPK.

Pasal 16

(1) Wali Nagari dapat mencairkan Dana Desa kepada TPK dengan 3 (tiga) tahap yaitu
Tahap I 40 % (empat puluh persen), Tahap II 30 % (tiga puluh persen) dan Tahap 11
30 % (tiga puluh persen) dari Pagu kegitan.

(2) TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tahap I sebesar 40 % (empat puluh
persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan yang dilampiri
dengan :

a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja oleh TPK;

b) Surat Pernyataan Kesanggupan TPK menyetorkan Pajak Pusat dan Pajak/Reribusi
Daerah kepada Bendahara Nagari, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
atau Kas Daerah oleh Bendahara;

c) Proposal yang disertai gambar/desain dan RAB rencana kegiatan ADN Bidang
Pembangunan;

d) Surat Pernyataan TPK bersedia menyelesaikan kegiatan sesuai gambar/desain

dan RAB.

(3) TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tahap Il sebesar 30 % (tiga puluh
persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan apabila TPK sudah
menggunakan dana Tahap I sebesar 90 % yang dilampiri dengan :

a) Laporan Realisasi kegiatan Tahap I, dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
beserta bukti-bukti yang benar dan lenigkap;
b) Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh

Petugas Teknis pekerjaan fisik nagari, yang dilampiri ;

1. Foto-foto kegiatan ADD Bidang Pembangunan kondisi (O %, dan minimal 30 %,
yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan
kegiatan;

2. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan
beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan Nagari;

3. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga
kerja kegiatan pembangunan Nagari;

(4) TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tahap IIl sebesar 30 % (tiga puluh
persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan apabila TPK sudah
menggunakan dana Tahap II sebesar 90 % yang dilampiri dengan :

a) Laporan Realisasi kegiatan Tahap II, dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;
b) Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan Tahap II yang diterbitkan
oleh Petugas Teknis pekerjaan fisik nagari, yang dilampiri :
1. Foto-foto kegiatan ADD Bidang Pembangunan kondisi (0 %, 30 % dan minimal
30 %, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan
kegiatan;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan
beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan Nagari;

3. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga
kerja kegiatan pembangunan Nagari;

(5) Surat Permintaan Pembayaran dari TPK sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4),
diferivikasi oleh Kepala Urusan Pembangunan, dan apabila sudah benar dan lengkap
diteruskan kepada Sekretaris Nagari untuk diferivikasi lebih lanjut.

(6) Sekretaris Nagari Meneliti Surat Permohonan TPX yang telah di ferivikasi oleh
Kepala Urusan Pembangunan dan selanjutnya dilakukan pengujian terhadap :
a) Kebenaran perhitungan atas dana yang dimohonkan;
b) Ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud.

(7) Berdasarkan hasil pengujian Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud ayat (6), Wali
Nagari menyetujui permohonan pencairan dana yang diajukan TPK dan
meneruskannya kepada Bendahara Nagari.

(8) Bendahara Nagari melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening Kas Nagari
ke rekening TPK.

Bagian KeLima
Penyaluran Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK)
Dari Kas Daerah ke Kas Nagari

Pasal 17

(1) Bupati menyalurkan Alokasi Dana Khusus (ADK) dari Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dengan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I 40 %
(empat puluh persen), Tahap 1I 30 % (tiga puluh persen) dan Tahap III 30 % (tiga
puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana Khusus (ADK), dan  secara teknis
dilaksanakan oleh SKPKD selaku PPKD dan BUD.

(2) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Khusus
(ADK) Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud aya! (1)
dilampiri :

a) Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Khusus (ADK) Tahun sebelumnya
dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan
lengkap;;

b) Peraturan Bupati tentang perincian Alokasi Dana Khusus (ADK) per Nagari;

c) Keputusan pejabat yang berwenang tentang penetapan petugas pendamping
Desa dan Petugas Teknis Pekerjaan Fisik Nagari;

d) Keputusan Wali Nagari tentang penetapan pengurus TPK;

e) Rekomendasi dari Camat.

f) Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

(3) Wali Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana
Khusus Nagari Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud
ayat (1) apabila dana Tahap I sudah dipergunakan sebesar 90 % (sembilan puluh
persen) dilampiri :

a. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Khusus Nagari Tahap I,
dilampiri :

1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Khusus Nagari Tahap I sebesar
90 % (sembilan puluh persen), dilampiri bukti transfer dari Kas Nagari ke
rekening TPK dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang
benar dan lengkap;

2. Foto-foto kegiatan Pembangunan Fisik ADK kondisi (0 %, dan minimal 30 %
yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).

3. Foto yang memperlihatkan orang yang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan secara beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat
dalam kegiatan pembangunan Nagari;

4. Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yang diterbitkan oleh
Petugas Teknis pekerjaan Fisik Nagari.

a) Rekomendasi dari Camat atas dokumen dimaksud huruf a, setelah diverifikasi
oleh Tim yang dibentuk oleh Camat;
b) Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

(4) Wali Nagari da_lpat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana
Khusus Nagari Tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud
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ayat (1) apabila dana Tehap Il sudah dipergunakan sebesar 90 % (sembilan puluh

persen) dilampiri :

a. LaporanHasil Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Khusus Nagari Tahap II, yang
dilampiri :

1. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Khusus (ADK) Tahap Il minimal
scbesar 90 % (sembilan puluh persen) dari penyaluran tahap II, yang
dilampiri bukti transfer dari Kas Nagari ke rekening TPK dilampiri bukti
transfer dari Kas Nagari ke rekening TPK dan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;

2. Foto-foto kegiatan Alokasi Dana Khusus (ADK) kondisi (0 %, 30 % dan
minimal 60 % yang diambil dari sudut pengambilan yang sama).

3. Foto yang memperlihatkan orang yang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan secara beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat

dalam kegiatan pembangunan Nagari;
4. Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan yan
Petugas Teknis pekerjaan Fisik Nagari. )
b. Rekomendasi dari Camat atas dokumen dimaksud huruf a, setelah diverifikasi
oleh Tim yang dibentuk oleh Camat;
¢. Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

g diterbitkan oleh

(5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana
dimaksud Ayat (2), (3) dan (4) diatas disampaikan kepada Bagian Pemerintahan
Nagari Sekretariat Daerah untuk dirckomendasikan pencairannya;

(6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana
dimaksud Ayat (5) diatas, yang sudah direkomendasikan oleh Bagian Pemerintahan
Nagari Sekretariat Daerah disampaikan kepada SKPKD selaku PPKD dan BUD untuk
diproses pencairan dananya;

(7) Penyaluran Alokasi Dana Khusus Nagari, dapat dilaksanakan sekaligus apabila
dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Khusus Nagari mengatur
penyaluran dilakukan sekaligus.

Bagian Ke Enam
. Penyaluran Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK)
Dari Rekening Kas Nagari (RKN) Kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau Pihak Ketiga

Pasal 18

(1) Wali Nagaxi dapat mencairkan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK) kepada TPK
dengan 3 (tiga) tahap yaitu Tahap 1 40 % (empat puluh persen), Tahap II 30 % (tiga
puluh persen), dan Tahap III 30 % (tiga puluh persen) dari Pagu Alokasi Dana
Khusus Nagari (ADK).

(2) TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tahap I sebesar 40 % (empat puluh
persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala Urusan Pembangunan yang dilampiri
dengan :

a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja oleh TPK;

b. Surat Pernyataan Kesanggupan TPK menyetorkan Pajak Pusat dan Pajak/Reribusi
Daerah kepada Bendahara Nagari, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
atau Kas Daerah oleh Bendahara;

c. Proposal yang disertai gambar/desain dan RAB rencana kegiatan ADK Bidang
Pembangunan;

d. Surat Pernyataan TPK bersedia menyelesaikan kegiatan sesuai gambar/desain
dan RAB.

(3) TPK dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Khusus Nagari
(ADK) Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala
Urusan Pembangunan apabila TPK sudah menggunakan dana Tahap I sebesar 90 %
yang dilampiri :

a) Laporan Realisasi kegiatan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK) Tahap I dilampiri
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;

b) Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan Alokasi Dana Khusus
Nagari (ADK)Tahap I yang diterbitkan oleh Petugas Teknis pekerjaan fisik nagari,
yang dilampiri :

1. Foto kegiatan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK) kondisi (0 %, dan minimal
30%, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan tahapan
kegiatan fisik; 4
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‘. 2. FOtQ yang memperlihatkan orang yang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan secara beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat
dalam kegiatan pembangunan Nagari;

3. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga
kerja kegiatan pembangunan Nagari;

(4) TPK dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Khusus Nagari
(ADK) Tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) kepada Wali Nagari melalui Kepala
Urusan Pembangunan apabila TPK sudah menggunakan dana Tahap !l sebesar 90 %
yang dilampiri !

a) Laporan Realisasi kegiatan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK) Tahap II dilampiri
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;

b) Laporan perkembangan kemajuan pekerjaan/kegiatan Alokasi Dana Khusus
Nagari (ADK) Tahap Il yang diterbitkan oleh Petugas Teknis pekerjaan fisik nagari,
yang dilampiri :

1. Foto kegiatan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK) kondisi (0 %, 30 %, dan
minimal 60 %, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama) sesuai dengan
tahapan kegiatan fisik;

2. Foto yang memperlihatkan orang yang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan secara beramai-ramai yang memperlihatkan peran serta masyarakat
dalam kegiatan pembangunan Nagari;

3. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga
kerja kegiatan pembangunan Nagari;

"s (5) Surat Permintaan Pembayaran dari TPK sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan Ayat

(4) diatas, diferivikasi oleh Kepala Urusan Pembangunan, dan apabila sudah benar
dan lengkap diteruskan kepada Sekretaris Nagari untuk diferivikasi lebih lanjut.

(6) Sekretaris Nagari Meneliti Surat Permohonan TPK yang telah di ferivikasi oleh
Kepala Urusan Pembangunan dan selanjutnya dilakukan pengujian terhadap :
a) Kebenaran perhitungan atas dana yang dimohonkan;
b) Ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud.

(7) Berdasarkan hasil pengujian Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud ayat (6), Wali
Nagari menyetujui permohonan pencairan dana yang diajukan TPK dan
meneruskannya kepada Bendahara Nagari.

(8)Bendaha:ra Nagari melakukan pembayaran melalui transfer dari rekening RKNagari
ke rekening TPK atau Pihak Ketiga.

Bagian Ke Tujuh
Penyaluran Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi
Dari Kas Daerah ke Kas Nagari

(G Pasal 19

(1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilaksanakan oleh Bupati
melalui BPKD.

(2) Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah disalurkan dari Rekening
Kas Urnum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) dilaksanakan sekaligus.

(3) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyaluran Bagi Hasil

Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati dilampiri :

a) Laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi
Daerah Tahun sebelumnya dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta
bukti-bukti yang benar dan lengkap;

b) Surat Keputusan Bupati tentang perincian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi

Hasil Retribusi Daerah per Nagari;
c¢) Rekomendasi dari Camat atas dokumen dimaksud huruf a diatas, setelah

diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Camat;
d) Rekomendasi dari Badan Asset dan Pendapatan Dacrah.

(4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana
dimaksud Ayat (3) disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat
Daerah untuk direkomendasikan pencairannya,

(5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana
dimaksud Ayat (4), yang sucdah direkomendasikan oleh Bagian Pemerintah Nagari
Sekretariat Daerah disampaikan kepada SKPKD selaku PPKD dan BUD untuk 4
diproses pencairan dananya;
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Bagian Ke Delapan
Penatausahaan Penyaluran Dari Kas Daerah ke Kas Nagari

Pasal 20

(1) S.urat.Permintaan Pembayaran(SPP) beserta dokumen pendukungnya dari Wali Nagari
di verifikasi oleh Bendahara Pengeluaran Belanja SKPKD;

(2) Setelah dilakukan verifikasi (SPP) scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara
Pengeluaran Belanja SKPKD menyiapkan SPP, beserta dokumen pendukungnya

untuk di verifikasi oleh PPK SKPD/SKPKD;

(3) Setelah dilakukan verifikasi SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK
SKPD/SKPKD menerbitkan SPM beserta dokumen pendukung dan diteruskan

kepada KPA SKPKD untuk ditandatangani;

(4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bidang
Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk di verifikasi dan
selanjutnya atas nama Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D.

Bagian Ke Sembilan
REKENING KAS UMUM PEMERINTAH NAGARI

Pasal 21

(1).Dalam rangka penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari, Wali Nagari membuka
Rekening Kas Umum nagari pada Bank Umum Pemerintah yang beroperasi di
Kabupaten Pasaman Barat untuk menampung penyaluran Tranfer ke Pemerintah
Nagari dengan nama Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari;

(2).Setelah Wali Nagari membuka Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari wajib menyampaikan Nomor rekening, nama
ackening dan nama bank kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dilampiri

engan :
a) Asli rekening koran dari Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari;
b) Foto Copy Keputusan Wali Nagari mengenai ' penunjukkan bank tempat
menampung Rekening Kas Umum Pemerintah Nagari.
c) Foto Copy Keputusan Wali Nagari mengenai pengangkatan Bendahara
Pengeluaran Pemerintah Nagari.

(3).Dalam hal terdapat perubahan Nomor rekening, nama rekening dan nama bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyampaikanperubahan tersebut
dengan surat yang ditandatangani oleh Wali Nagari dilampiri dengan asli rekening
koran dan foto copy Keputusan Wali Nagari.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE PEMERINTAH NAGARI

Bagian Ke Satu
Laporan Dana Transfer Ke Pemerintah Nagari

Pasal 22

(1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari yang dibiayai
dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN}, Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK),
dan Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi kepada Bupati yang terdiri dari :

a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
laporan realisasi APBNagari dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli
tahunberjalan; _

(3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;

(4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b disampaikan setiap
tahapannya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat
Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Nagari, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Kabupaten
Pasaman Barat;
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', () Realisas Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), Alokasi Dana Khusus Nagari
(ADK)_,dan Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi dicatat scbagai realisasi jenis
belanja bantuan keuangan pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ke Dua
Pertanggungjawaban Wali Nagari

Pasal 23

(1) Wali Nagari bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Dana
Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta
Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang termaktub dalam
APBNagari;

(2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1),
terdiri dari :

1. laporan penggunaan

2. surat - pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Dana Desa (DD):
Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi
Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang termaktub dalam
APBNagari, yang diterima dari Kas Daerah telah dipergunakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan paraturan

perundang-undangan.

(3) Pertangggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 disimpan dan
dipergunakan oleh Wali Nagari selaku objek pemeriksaan.

Pasal 24

(1) Wali Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Alokasi Dana
Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
yang termaktub dalam APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

(2) Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran
berkenaan;
b. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.

(3) Wali Nagari sesuai dengan tahapannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban
keuangan kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi;

Hasil verifikasi Camat atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemerintah
Nagari disampaikan ke Bupati oleh Wali Nagari melalui Bagian Pemerintahan Nagari
Sekretariat Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat
Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran.

4
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Bagian Ke Lima
Pertanggungjawaban SKPKD

Pasal 25

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah menyelenggarakan penatausahaan, akuntasi
dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Pemerintah Nagari,
sebatas pertanggungjawaban transfer secara lunsump ke Pemerintah Nagari,
meliputi;

a) Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Berjalan

b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPN) Tahun sebelumnya;

¢) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun sebelumnya

d) Rekomendasi dari Camat,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, serta
Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah terkait denganpencairan
dana Transfer;

e) Peraturan Bupati tentang penetapan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN),
dan Alokasi Dana Khusus Nagari (ADK), serta Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil A
Retribusi Daerah per Nagari;
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D EKA tranator/ penyerahan uang atan Dana Desn (D), Alokasl Dana Nagari (ADN), '
dan Mokt Dana Khasas Nagand (ADK), worta Bagl Hanll Pajale Dan Bagi Hasil
Retribuai Daerah,

() Realinant Dana Denn (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), Alokasi Dana Khusus Nagari
(ADK), dan Wagh Hawll Pajak Dan Bagl Hawll Retribusl dieatat sebagal realisasi jenis
belania bantuan Keuangan pada 8KPKD dalam tahun anggaran berkenaan,

NAR X
MONITORINQ DAN £VALUASI
DANA TRANSIER KIS PEMERINTAH NAGARI

Panal 26

(1) Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah, Dinaa Pemberdayaan Masyarakat
dan Nagan serta OPD teknia torkait melakukan monitoring dan evaluasi serta
pembinaan atas pemberian Dana Deaa (DD), Alokasl Dana Nagarl (ADN), dan Alokasi
Dana Khusua Nagard (ADK), nerta Bagl Haail Pajak Dan Bagl Hasil Retribusi Daerah.,

(2) Hasil monitoring dan evaluaal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diqumpaikan
kepada PBupati dengan tembusan kepada Inapektorat untuk ditindak lanjuti,

Pasal 27

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
terdapat penggunaan Dana Deaa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), dan Alokasi Dana
Khusus Nagari (ADK), serta Bagl Hasil Pajak Dan Bagl Hasil Retribusi Déerah yang tidak
sesual dengan APB Nagarl tahun berkenaan, Wali Nagari yang bersangkutan dikenakan
sanksi sesual peraturan perundang-undangan,

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : '

1. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2016 fentang Mekanisme
Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer Dari Kas Daerah ke Kas
Pemerintah Nagari; dan

2, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban
Dana Transfer Darl Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setinp orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tangg 2017
BUP PASAMAN BARAT,

Diundangkan di SimpangEmpat
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

——— Y —

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUZ2017NOMOR ...........
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) Bukt transfer [penyerahan uany atas Lana Lasa (145, Fupas Lot Sagir FOP0
dan Aokasi Dana Khiisus Magutr (ALY, satta foagy $lasii iy frav. Vg Hamil
Retribusi Dasrah,

(2) Realisasi Dana Desa (1), Alokass [ana Nagats (AR, bicas (g Kanws Sagp
(ADK), dan Bagl Hasil Fajak [an 04 Hasil Barfitns Guatat sismam maliass goris
belanfu bantuan keuangan pada SEKL Aalatt taliat, aRgHEa8 P70 GH,

LA
MONGORING DA ETALIIAGE
DAMA TRAMGEER KE, VEMERTITAR SACGLET

Vranal 2

(1) Bagian Pemerintahan Nayari Seleetaziat Lastsn, Linan pememtisysat. Kan s iast
dan MNageri serta OPD teknis terkait melanuss, morniarng 45 cribhah Wz
pembinaan atas pemberian Dana [ess (050, Melasi Lravia Sagaes FEA5,, Aan Fuias
Dana Khusus Nagarl (ADK), serta Bagl Hasil Pajzu Lan Bagy Hanl Fareiosm LT

(2) Wasil monitoring dan evaluasi sebagpitnata dinasvid pats z)a |1 SGamngmss
kepada Bupati dengan terabusan kepads (nagektonst wotsk Glidas 2055

Vasal 27

W
Y
N
X
8
n

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sehagzimnans bitskv.t 4alzm 7 7
terdapat penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dznz Nagzsi (BLW,, daw Hickasi Lanis
Khusus Nagari (ADK), serta Bagl Hasil Pzjak Dan Bag Haml Fesionm Laerss 704 4 4
sesual dengan APB Nagari tahun berlenazn, Wali Nagzsi y204 [ R AT s
sanksi scauai peraturan perundang-undzngzn,

BAB %
KETENTUAN PENUTUZ

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, makz :

1, Peraturan Bupati Pasamzn Barat Nemor 6 Tzhun 2014 tewzng Mezmmme
Penyaluran dan Pertanggungjawzben Daznz Transfer Dari dazs Lzeszi w= %z
Pemerintah Nagari; dzn

2. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentzng Perioghan Foatica
Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyzlurzn dan Ferznggungzazias
Dana Transfer Dari Kzs Dzerah ke Kzs Pemnerintzn Nagzri.

Dicabut dan dinyatakan tidzk berizlos 122,

Pzsz. 25
Peraturan Bupati ini mulai berlzku padz tznggzl diundzngan.
Agar sctiap orang dapat mengetzhuinysz memerintzhlken pergundangsn pemztivEn

Bupati ini dengzn penempatznnya dzlam beritz dzerzh Uzbugzten Pzazman Sarze

Diundangkan di SimpangErmpat
pada tanggal 7 are 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BAPAT

L. -
.

MANUS HANDEIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BAPAT TAHUN 20 17somoz 16

¥#

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran Peraturan Bucpati Pasaman Barat
Nomor lb Tahyn 2017

Tanggal : 70]4'7 2017

1. Formatl : Lembar Verifikasi kelengkapan dolumen Pencairan Tahap I Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan,
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Lampiran Surat Kepala SOPD .yvveeessrinne
Nomor
Tanggal 20....

LEMBAR VERIFIKASI TAHAP 1

KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,

BIDANG PEMBINAAN KEMSYARAKATAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN LU TP PP PPTPTITCTRI T I LI L LI
LOKASI LIS
NAGARI L S P CL R R reprrpp e e T LLUILLE DL CUICY
SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA/ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu)
" ADA &
NO DOKUMEN SESUAI KETERANGAN
KETENTUAN

1. | Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I dari Wwali

Nagari

2. | Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari

Sekretaric Nagari

3. | Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi

kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat

Peraturan Nagari tentang RKPNagari Tahun Berjalan

Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun Berjalan

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,

Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tahun sebelumnya

dilampiri Bukti Pembayaran yang syah (kwitansi, faktur,

daftar tanda terima honor/upah, bukti pembayaran

pajak/retribusi)

7. | Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBNagari dilampiri :

a. Laporan pertanggungjawaban pelaksanan AFBNagari
tahun lalu.

b. Laporan kekayaan milik nagari per 31 Desember
tahun lalu.

¢. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah
yang masuk ke nagari.

8. | Dokumen administrasi pengelolaan keuangan nagari :

a. Keputusan wali nagari tentang penetapan Pelaksana
Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN)

b. Keputusan wali nagari tentang penetapan rekening

kas nagari.

Foto copy rekening giro kas pemerintah nagari

. Foto copy NPWP pemerintah nagari

Foto copy KTP wali nagari.

Surat pernyataan tanggung jawaban penggunaan

anggaran dari wali nagari.

9. | Keputusan Bupati tentang pelantikan wali nagari
10. | Peraturan Bupati tentang alokasi dana nagari tahun
berkenaan

SIS B

=lo oo

CATATAN :

Mengetahui :
Kabid. Pembangunan dan Kelembagaan Diperiksa Oleh : ..o
Masyarakat
Tanggal T

Tanda TANEAN : ccvvevnnmmnrmneiinienmminnnien

.........................................................

3

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

. 2. Formatll :

-

Lembar Verifikasi kelengkapan dokuimen Pencairan Tahap II Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan,

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Lampiran Surat Kepala SOPD ...............

Nomor
Tanggal

LEMBAR VERIFIKASI TAHAP II

KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
BIDANG PEMBINAAN KEMSYARAKATAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEGIATAN

LOKASI

NAGARI L PP PP PP PR T PP T PP P IS PPPTPPTRLTTP

SUMBER DANA _: ALOKASI DANA DESA/ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu).

NO DOKUMEN ADr i | XTERANGAN
KETENTUAN

1. | Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Il dari Wali
Nagari

2. | Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari
Sekretaris Nagari

3. | Rekomendasi Camat dilampiri l.embar verifikasi
kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat

4, | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ)
Pemerintah Nagari tahun sebelumnya

5. | Laporan realisasi belanja bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan tahap I dilampiri Bukti Pembayaran yang
syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah,
bukti pembayaran pajak/ retribusi) ]

6. | Laporan  realisasi belanja  bidang  Pembinaan
Kemsyarakatan tahap I dilampiri Bukti Pembayaran
yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima
honor/upah, bukti pembayaran pajak/retribusi)

a. Bahan / Materi Pelatihan

b. Surat Undangan

c. Jadwal Tentatif

d. Surat Permintaan Narasumber

e. Dafcar Hadir Peserta dan Narasumber

T Toto-Foto Kegiatan Pembinaan Masyarakat Tahap [

7. | Laporan realisasi belanja bidang Pemberdayaan
Masyarakat tahap I dilampiri Bukti Pembayaran yang
syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upabh,
bukti pembayaran pajak/retribusi)

a. Bahan / Materi Pelatihan

b. Surat 'ndangan

c. Jadwal Tentatif

d. Surat Permintaan Narasumber

e. Daftar Hadir Peserta dan Narasumber

f Foto-Foto Kegiatan Pembinaan Masyarakat Tahap |

8. | Buku Kas Pembantu Kegiatan

9. | Buku Kas Pembantu Pajak

10. | Bukti Pembayaran Pajak

11. | Form Pemeriksaan Kegiatan

CATATAN :

Kahid. Pembangunan dan Kelembagaan Diperiksa Oleh : .......

Mengetahui :

Masyarakat

.........................................................

Tanggal § avepes

Tanda Tangan & ...

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

. 3. FormetIf : —
. * Lembar Verifikasi kelengkapan dokumen Pencairan Tahap 11l Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan,

Bidang Pemhinaan Kemasyarakatan, Bidang Femberdayann Masyarakat.

Lampiran Surat Kepala SOPD .............
Nomor
Tanggal : 20...,

LEMBAR VERIFIKASI TAHAP III
KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
BIDANG PEMBINAAN KEMSYARAKATAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

 KEGIATAN L
LURAG T L o ——
! NAGARI e e o S AT sty
SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA/ALOKAS! DANA NAGARI (coret salah satu).
NO : ADA & N
DOKUMEN gt KETERANGA!
KETENTUAN

1. | Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Il dari Wali
Nagari

2. | Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari
Sekretaris Nagari

3. | Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi
kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat
4. | Laporan realisasi belanja bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan tahap Il dilampin Bukti Pembayaran yang
syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah,
bukti pembayaran pajak/retribusi)

5. | Laporan realisasi belanja bidang Pembinaan
Kemsyarakatan tahap II dilampiri Bukti Pembayaran
yang syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima
honor/upah, bukti pembayaran pajak/retribusi)

a. Bahan / Materi Pelatihan

b. Surat Undangan

c. Jadwal Tentatif

d. Surat Permintaan Narasumber

e. Daftar Hadir Peserta dan Narasumber

f. Foto-Foto Kegiatan Pembinaan Masyarakat Tahap II
6. | Laporan realisasi belanja bidang Pemberdayaan
Masyarakat tahap Il dilampiri Bukti Pembayaran yang
syah (kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah,
bukti pembayaran pajak/retribusi)

. Bahan / Materi Pelatihan

. Surat Undangan

. Jadwal Tentatif

. Surat Permintaan Narasumber

Daftar Hadir Peserta dan Narasumber

f. Foto-Foto Kegiatan Pembinaan Masyarakat Tahap II
Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku Kas Pembantu Pajak

Bukti Pembayaran Pajak

Fcrm Pemeriksaan Kegiatan

o |a.|0 |of|p

b i )

1

[ CATATAN:

' Mengetahui :
Kabid. Pembangunan dan Kelembagaan Diperiksa Oleh : ...,

Masyarakat
Tanggal S L1 0 i T DI

Tanda TANGAN § iicsesssaresorsssaarsavessorinnssrssssarians

/

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

4, Fenn : ' ifikasi
matlV : Lembar Verifikasi kelengkapan dokumen Pencairan Tahap | Bidang Pembangunan.
Lampiran Surat Kepala SOPD ...............
Nemor 1
Tanggal : 20....
LEMBAR VERIFIKASI TAHAP I
KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PEMBRANGUNAN

KEGIATAN

LOKAS!

NAGARI

SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA/ ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu)

ADA &
SESUAI
KETENTUAN

NO DOKUMEN KETERANGAN

A | DOKUMEN UMUM

1 | Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahun
sebelumnya dilampiri Bukti Pembayaran yang syah
(kwitansi, faktur, daftar tanda terima honor/upah, bukti
pembayaran pajak/retribusi)

2 | Rencana Kerja Kegiatan Nagari (SK Wali Nagari)

3 | Penetapan TPK (SK Wali Nagari)

B | DOKUMEN PER KEGIATAN PEMBANGUNAN

1 | Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 1 dari Wali
Nagari

2 | Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari

Sekretaris Nagari

3 | Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi
kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat

4 | Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SPPK) beserta
Lampirannya

5 | Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SPPK) beserta
Lampirannya

a. Proposal Teknis

. Gambar/Desain Rencana Kegiatan

. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rinci

. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)

oo (o

. Bukti pemeriksaan proposal, gambar/desain dan
RAB dari Tim Teknis kegiatan pembarngunan.

Daftar masyarakat penerima manfaat

Jadwal kegiatan

. Daftar calon tenaga kerja

. Daftar kebutuhan bagan/meterial

=iz |

Foto sebelum kegiatan pembangunan dilakukan
diambil dari tiga titik/sudut pandang berbeda

Dokumen Peralihan Hak atas lahan/tanah atau
Dokumen Kepemilikan lahan/tanah atas nama
Pemerintahan Nagari

k. Dokumen pernyataan kesanggupan dari warga
masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi

. Dokumen. pembayaran ganti rugi atas bangunan
pribadi dan/atau tanaman

CATATAN :
Mengetahui :
Kabid, Pembangunan dan Kelembagaan Diperiksa Oleh ...
Masyarakat

Tanggal § ieniarsbesssiissvaEit (EEOTEINS OTRIROISERD

Tanda TANEAN : .icviriiineienesnieninnnn

/

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEGIATAN
| LOKASI L
NAGARI D v M - o e
SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA/ ALOKASI DANA NAGARI (coret sala

Lampiran Surat Kepala SOPD

Nomor

Tangga
LEMBAR VERIFIKASI TAHAP 11

t Lembar Verifikasi kelengkapan dokumen Pencalran Tahap Il Bidang Pembangunan.

KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PEMBANGUNAN

.
......................................

"'l satu)

NO

DOKUMEN

ADA &
SESUAI
KETENTUAN

KETERANGAN

Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap | dari Wali
Nagari

Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari

Sekretaris Nagari

Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi
kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahap I yang dilampiri :

a. Realisasi biaya kegiatan

b. Bukti pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar
tanda terima honor/upah, bukti penyetoran
pajak/retribusi)

Buku catatan bahan dan material

. Catatan harian bahan dan materia!

Buku kas pembantu kegiatan

Buku kas pembantu pajak

. BA rapat kerja TPK dengan pemerirtah Nagari

. BA pertanggungjawaban hasil pekeriaan tahap |

sl = 0 R [ N [0 £

Daftar realisasi swadaya dana, bahan/material dan
tenaga suka reia dari masyarakat.

Laporan pengaduan masyarakat

. Laporan masalah kendala dan hambatan

BA penyelesaian masalah

“Dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan tahap I

. Revisi gambar, desain

. Revisi RAB

. BA revisi gambar/desain dan RAB

Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

nlewlelz g |iFE

Laporan perkembangan kemajuan
pekerjaan/kegiatan dari petugas teknis pekerjaan
fisik nagari.

CATATAN :

Mengetahui :
Kabid. Pembangunan dan Kelembagaan Diperiksa Oleh :
Masyarakat
Tanggal
Tanda Tangan

............................................

.............................................

J

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

AR .
|
f+ ' '
6. FormatV] : Lembar Verifikasi kelengkapan dokurasn Pencalran Tahap 11l Bidang Pembangunan,

Lampiran Burat Kepala 8OPD ...............
| Nomor
Tongga) 20,..,
LEMBAR VERIFIKASI TAHAP 111
KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BIDANG PEMBANGUNAN

KEGJATAN D evree ety oS OO R B SLRERBER SRRSO AR R BRSO 0101
LOKASI :
NAGARI
SUMBER DANA ALOKASl DANA DESA/ ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu)
ADA & "
NO DOKUMEN SESUAI KETERANGAN
KETENTUAM

1. | Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Il dari Wali
Nagari
2. | Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari
Sekretaris Nagari
3. | Rekomendasi  Camat  dilampiri Lembar  verifikasi
kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat
4. | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahap Il yang dilampiri :
a. Realisasi hiaya kegiatan
b. Bukti pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar
tanda terima honor/upah, bukti penyetoran
- pajak/retribusi)
._Buku catatan bahan dan material
Catatan harian bahan dan material
Buku kas pembantu kegiatan
Buku kas pembantu pajak
. BA rapat kerja TPK dengan pemerintah Nagari
. BA pertanggungjawaban hasil pekerjaan tahap 1
Daftar realisasi swadaya dana, bahan/material dan
tenaga suka rela dari masyarakat.
Laporan pengaduan masyarakat
. Laporan masalah kendala dan hambatan
BA penyelesaian masalah
. Dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan tahap I
. Revisi gambar/desain
. Revisi RAB
. BA revisi gambar/desain dan RAB
. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
Laporan perkembangan kemajuan
pekerjaan/kegiatan dari petugas teknis pekerjaan

;/ - fisik nagari.

=R [=]e [0

."»n'so:_:_a‘.—x‘:-

CATATAN :

|

i

] Mcngetahui :

. Kabid. Pembangunan dan Kelembagaan Diperiksa Oleh : ....cccoivmininivviinninvninininininnns
; Masyarakat

i Tanggal S eernsansessnnssssnierarenisssostsosessntnes
!

E Tanda TANGAN  § civivorsonivssiossssvosavssssecassssrosossos

‘ /

Dipindai dengan CamScanner
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. Y » ’ '
* 4 i
*7. Format VIl ; ; itikasi
Lembar Veritikasi kelengkapan dokumen Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan.
Lampiran Surat Kepala SOPD ...............

Nomor
Tanggal 20....

i
i
)
'
i

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN (LPK) BIDANG PEMBANGUNAN

: KEGIATAN % eresssonnedhsenssussenasansdsssineins
| LoRAS e e 110
| NAGARI P
¢ SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA/ ALOKASI DANA NAGARI (coret salah satu)
NO ADA &
DOKUMEN SESUAI KETERANGAN
KETENTUAN

—

Surat Pengantar Laporan dari Wali Nagari

2. | Bukti Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dari

Sekretaris Nagari

3. | Rekomendasi Camat dilampiri Lembar verifikasi

kelengkapan Dokumen dari Tim Yang Dibentuk Camat

4. | Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan yang dilampiri :

a. Rekapitulasi realisasi biaya kegiatan

b. Bukti pembayaran yang syah (kwitansi, faktur, daftar
tanda terimna honor/upah, bukti penyetoran

pajak/retribusi)

Rekapitulasi buku catatan bahan dan material

. Rekapitulasi catatan harian bahan dan material
Buku kas pembantu kegiatan

Buku kas pembantu pajak

BA rapat kerja TPK dengan pemerintah Nagari

. BA pertanggungjawaban hasil pekerjaan tahap I

: Rekapitulasi daftar realisasi swadaya dana,

| bahan/material dan tenaga suka rela dari
masyarakat.

Rekapitulasi laporan pengaduan masyarakat
Rekapitulasi laporan masalah kerdala dan hambatan
Rekapitulasi BA penyelesaian masalah

“Dokumentasi foto mulai tahap I sampai tahap akhir

 Berita Acara MNST dan Daftar Hadir

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara

TPK dengan Wali Nagari dilampiri :

e Gambar Purna Laksana

+ BA Pemeriksaan Kegiatan 100 % dari tim teknis |

i pekerjaan fisik nagari
-
.| CATATAN :

=l (e e

celsigl—|mt

Mengetahui :
Kabid. Pembangunan dan Kelembagaan Diperiksa Oleh
Masyarakat

.............................................

Tanggal PP

Tanda TANGAN | .cooveeniessreiininmsmissnse st

/

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

